BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar
ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan
global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia
melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti
Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas
Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga
merupakan pengetahuan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak
tahun 1998. yang berbunyi sebagai berikut: a). bahwa pembukaan Undang —
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan social; b).bahwa Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamantkan pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

akhlak mulia dalam bangsa yang di atur dengan Undang — Undang; c). Bahwa



system pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi menajeman
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan local, Nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; d). Bahwa Undang
— Undang No 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional tidak memadai
lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat
perubahan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; e).
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, dan d
perlu membentuk Undang — Undang tentang system pendidikan Nasional. Jadi
Perubahan mendasar yang dirancangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang
baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan,
peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur
pendidikan, dan peserta didik. *

Dalam isi pasal Undang — Undang No 20 tahun 2003 yang menegaskan
bahwa pendidikan madrasah diniyah dapat disetarakan dengan pendidikan formal
pada umumnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut : a). pasal 13 ayat 1 yakni
jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal dapat
saling melengkapi dan memperkaya; b.) pasal 26 ayat 6 yakni hasil pendidikan
nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah

melalui prose penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah

! Departemen Pendidikan Nasional, UU sisdiknas No 20 Tahun 2003, (Jakarta : Depdiknas, 2003).



daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan; c). pasal 30 ayat 2, 3
dan 4 yakni ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta
didikmenjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai — nilai
ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli ilmu agama (muttafaqgih fiddin), ayat (3)
pendidikan keaagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
nonformal, dan informal, ayat (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan
madrasah diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang
sejenis.? Dengan adanya dasar pasal — pasal Undang — undang no 20 tahun 2003
diatas sangat jelas bahwa madrasah diniyah dapat disetarakan dengan pendidikan
formal pada umumnya.

Dalam sejarah perjalanan eksistensinya, pesantren memberikan kontribusi
yang relative besar terhadap bangsa ini, khususnya dalam membangun
masyarakat desa. Jalaluddin mencatat setidaknya terdapat dua kontribusi, yaitu :
melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat dan mengubah system
pendidikan aristokratis menjadi system pendidikan demokratis.®

Di dalam UUD RI tahun 1945 pasal 31 ayat(1) menyebutkan bahwa setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.

? Departemen Pendidikan Nasional, UU sisdiknas No 20 Tahun 2003, (Jakarta : Depdiknas, 2003).
# Jalaluddin, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta:Kalam Mulia,1990),hal. 9



Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang
merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. *

Menurut para ahli dalam pengembangan kurikulum juga terdapat problem-
problem yang terjadi dalam perjalanannya, dunia Pendidikan Indonesia telah
menerapkan enam kurikulum, vyaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975,
kurikulum1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis
Kompetensi (meski belum sempat disahkan pemerintah, tetapi sempat berlaku di
beberapa sekolah piloting project), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen Diknas Nomor 22 tentang
Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang Standar Komnpetensi Lulusan, dan
Permen Nomor 24. Dan terakhir kali kurikulum 13. Tentang Pelaksanaan Permen
tersebut. Ada rumor yang berkembang dalam masyarakat bahwa ada kesan “Ganti
menteri pendidikan ganti kurikulum.” Kesan itu bisa benar bisa tidak, tergantung
dari sudut mana kita memandang. Kalau sudut pandangnya politis, maka
pergantian sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya perubahan
kurikulum akan selalu dikaitkan dengan kekuasaan (siapa yang berkuasa).

Namun, kalau sudut pandangnya nonpolitis, pergantian kurikulum
merupakan suatu hal yang biasa dan suatu keniscayaan dalam rangka merespons
perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pendidikan harus mampu
menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutama tuntutan

dan kebutuh masyarakat. Dan itu bisa dijawab dengan perubahan kurikulum.

* UUD,RI, pasal 31,No 1 tahun 1945



Seorang guru yang nantinya akan melaksanakan kurikulum di kelas melalui
proses belajar mengajar, dipandang perlu mengetahui dan memahami kurikulum
yang pernah berlaku di Indonesia. Dengan demikian, para guru dapat mengambil
bagian yang terbaik dari kurikulum yang berlaku di Indonesia untuk
diimplementasikan dalam menjalankan proses belajar mengajar.

Perubahan kurikulum dari waktu kewaktu tidak lain adalah untuk
mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan, namun sejatinya
dalam proses pengembangan tersebut terdapat masalah-masalah atau
kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan kurikulum.

Kurikulum merupakan rencana pelajaran yang dipakai sebagai patokan
dalam proses pembelajaran yang mengacu kepada tujuan suatu lembaga
pendidikan.”. Kurikulum disusun oleh ahli pendidikan, pendidik, pejabat
pendidikan serta unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan tujuan
memberi pedoman kepada pelaksana pendidikan dalam proses bimbingan
perkembangan siswa untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan siswa
sendiri.® Kurikulum perlu dikembangkan agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Untuk mencapai tujuan dari pengembangan kurikulum, para pengembangan perlu
memahami berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum. Ada berbagai
masalah dalam pengembangan kurikulum. Masalah-masalah yang dikaji dalam

perkuliahan ini mencakup masalah baik secara khusus maupun umum.

® Fatah Syukur, Dinamika Madrasah Dalam Masyarakat Industri, (Semarang: PKP12-PMDC,2003),
hal.136.
® Ibid ,hal 137



Terdapat berbagai faktor yang menjadi permasalahan khusus didalamnya,
antara lain adalah para guru, masyarakat, kepala sekolah, biaya, dan birokrasi.
Sedangkan didalam permasalahan umum terdapat beberapa factor yaitu : bidang
cakupan (scope), relevansi, keseimbangan, artikulasi, pengintegrasian, rangkaian
(sekuens), kontinuitas dan kemampuan transfer.’

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya
prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan
pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar
pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu ilmu
pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru
dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan dalam sistem pendidikan,
diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diverifikasi kurikulum untuk melayani
peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan
yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang
berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan kondisi setempat; penyusunan
standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara
professional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan

pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan

’ Nana Saodih, Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek,( Bandung : Remaja
Rosdakarya, 1997 ), hal.160



manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta
penyelenggaraan pendidikan dengan system terbuka dan multi makna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi
antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola
masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan
umum.®

Selama ini yang dijalankan Pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia
masih terdapat diskriminasi khususnya antara pendidikan umum dengan
pendidikan keagamaan yang bisa dilihat dari muatan kurikulum maupun batasan-
batasan kurikulum yang masih berfokus pada pendidikan umumsedangkan pada
pendidikan keagamaan belum terdapat kejelasan.

Menjelang dan sesudah pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pemerintah
berusaha meyakinkan kalangan pondok pesantren bahwa regulasi tersebut akan
berdampak positif dan menguntungkan institusi pendidikan tertua di nusantara ini.
Tetapi kalangan pesantren juga perlu memperhatikan akibat yang tidak kecil dari
implementasi peraturan tersebut dengan alasan sejarah telah membuktikan bahwa
pesantren bukanlah lembaga pendidikan semata. Sebagaimana diungkapkan oleh
Nafi’, dalam sejarah panjangnya, peran pesantren telah melingkupi enam ranah
penting sekaligus, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga keilmuan, lembaga

pelatihan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga bimbingan keagamaan,

® Departemen Pendidikan Nasional, UU sisdiknas No 20 Tahun 2003, (Jakarta : Depdiknas, 2003).



dan simpul budaya. Keenam peran tersebut pada umumnya dijalankan pesantren
secara bertahap. Dan,peran sebagai lembaga pendidikan adalah tahap pertama
dari keseluruhan peran tersebut. Dalam konteks inilah pesantren harus
menghitung secara cermat segala konsekuensi dari implementasi PP 55/2007.
Saat ini kita belum tahu apakah peraturan tersebut akan menjadi sisi positif atau
negatif bagi eksistensi pesantren di masa depan. Harus dihitung dengan cermat,
apakah PP 55/2007 akan mendorong pengembangan peran pesantren secara
optimal atau justru mereduksi perannya sekadar sebagai lembaga pendidikan.

Salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang dicantumkan dalam
Undang Undang adalah Madrasah diniyah. Berdasarkan Undang-Undang
Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Madrasah diniyah adalah bagian terpadu
dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan
agama. Madrasah diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan
bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap
pengetahuan agama islam

Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, dalam
pendidikan agama diperlukan (a) paket-paket minimal bahan pendidikan agama
dari masing-masing agama Yyang dianut dengan mempertimbangkan
perkembangan jiwa anak didik; (b) guru agama yang cukup dan memenuhi syarat;

(c) sarana dan prasarana yang cukup dan memenuhi syarat; (d).lingkungan yang



mendorong tercapainya tujuan pendidikan agama, diantaranya situasi sekolah,
masyarakat dan perundang-undangan.®

Salah satu yang terus ada di tengah dunia pesantren tersebut dan
mengalami fase pengembangan adalah madrasah diniyah. Pendidikan keagamaan
yang dilakukan melalui madrasah diniyah merupakan suatu tradisi khas pesantren
yang terus akan dilakukan, sebab inti lembaga pesantren justru ada di sini.
Ibaratnya adalah “jantung hati” pesantren. Pesantren tanpa pendidikan diniyah
tentu bukan pesantren dalam hakikat pesantren. Pendidikan diniyah dalam banyak
hal dilakukan oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.'?

Kementerian Agama RI membuka ruang baru dan memberikan pilihan
kepada masyarakat untuk mendidik putera puterinya menjadi kader ulama melalui
layanan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Layanan PDF ini tunduk atas
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan
Keagamaan Islam, yang merupakan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003
tentang system pendidikan Nasional.**

PDF merupakan salah satu dari identitas kelembagaan pendidikan

keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan mutafaqqih

° Zakiah Daradjat dkk, IImu Pendidikan Islam,(Bumi Aksara : Jakarta, 2008) hal.87

' http://nursyam.sunan-ampel.ac.id ,Nur Syam,urgensi madrasah diniyah, (Surabaya:0 5 Januari
2013), di akses pada tanggal 29 oktober 2016 pukul 02:45.

1 Keputusan direktur jendral pendidikan islam,pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal,No
5839,tahun 2014
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http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/
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fiddin (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader mutafaqqih
fiddin. Jenjang PDF dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah
hingga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar ditempuh pada PDF Ula
selama 6 (enam) tahun, dan PDF Woustha selama 3 (tiga) tahun. Jenjang
pendidikan menengah ditempuh pada PDF Ulya selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan
jenjang pendidikan tinggi ditempuh pada Ma’had Aly untuk program sarjana
(S1), magister (S2), dan doktor (S3). Kurikulum yang akan dikembangkan oleh
PDF terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis
kitab kuning (kutub al-turats). Mata-mata pelajaran pendidikan umum hanya
terdiri atas Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan
Illmu Pengetahuan Alam, serta untuk tingkat ulya ditambah dengan Seni dan
Budaya, sementara mata pelajaran keagamaan Islam hingga di tingga ulya
meliputi: Al-Qur’an, Tauhid, Tarikh, Hadist-1imu Hadits, Figh-Ushul Figh,
Akhlag-Tasawuf, Tafsir-lIlmu Tafsir, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, 1imu
Kalam, llmu Arudh, Ilmu Mantig, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab
dan berbahasa Arab. Jika diakumulasi beban mata-mata pelajaran pendidikan
keagamaan Islam setidaknya 75% dari seluruh beban pelajaran, sementara beban
mata-mata pelajaran pendidikan umum sekitar 25% dari seluruh beban

pelajaran.*?

12 http://ditpdpontren.kemenag.qgo.id,berita,pendidikan diniyah formal ,pdf solusi kelembagaan
permanen untuk kaderisasi ulama,(Surabaya:28 mei 2015), di akses pada tanggal 20 November 2016
pukul 05:52



http://ditpdpontren.kemenag.go.id,berita,pendidikan/

11

Setelah peneliti melakukan studi pendahuluan tentang implementasi
undang — undang no 20 tahun 2003 tentang Kurikulum pendidikan diniyah formal
di Madrasah diniyah Formal Nurul Qodim Probolinggo, Hasil wawancara
terhadap bapak Gufron selaku kepala Pendidikan Diniyah Formal ULYA di
pondok pesantren Nurul Qodim Probolinggo.™® Maksud dan tujuan meningkatkan
mutu pendidikan pada madrasah adalah agar tingkat mata pelajaran umum dari
madrasah dapat mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum
di sekolah umum yang setingkat, sehingga : (1). ljazah madrasah dapat
mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (2)
Lulusan madrasah dapat melanjutkan kesekolah umum setingkat lebih atas, (3)
Siswa madrasah Diniyah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Pendidikan Madrasah Diniyah Formal Nurul Qodim salah satu lembaga
pendidikan Islam yang dibesarkan di dalam lingkungan Pondok Pesantren Nurul
Qodim Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan termasuk salah satu
Madrasah Diniyah yang mendapatkan ijazah Madrasah Diniyah Formal (PDF)
dari Kementerian Agama.

Pendidikan Diniyah formal (ULYA) di Nurul Qodim Berdiri sejak tahun
2015 dan pada tahun 2016 di Nurul Qodim telah mendirikan Pendidikan Diniyah
Formal untuk jenjang (WUSTHO). Jadi pendirian pendidikan Diniyah Formal di

Nurul Qodim di Mulai Dari jenjang atas yaitu (ULYA) dan dilanjutkan dengan

" Hasil wawancara dengan Bapak Ghufron selaku kepala PDF ULYA pondok pesantren Nurul Qodim
Probolinggo pada tanggal 22 Oktober 2016
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jenjang (WUSTHO). Keberadaan Madrasah Diniyah Nurul Qodim sebagai
madrasah diniyah salafiyah di lingkungan pesantren tidak menutup diri dari
keilmuan yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Secara administratif dan
pengembangan kurikulum yang diterapkan ditetapkan berdasarkan dari rambu-
rambu yang telah disusun berdasarkan jenjang atau masing-masing kelas. Seperti
pada madrasah diniyah lainnya, jadi kurikulum yang digunakan pada pendidikan
diniyah formal Nurul Qodim yaitu kurikuum yang disusun sendiri, akan tetapi
mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dan ijazah PDF di
Nurul Qodim sudah diakui Negara. Madrasah Diniyah Nurul Qodim
menggunakan Kkitab-kitab salaf sebagai pelajaran santrinya, namun seiring dengan
adanya ijazah PDF dari Kementerian Agama maka Madrasah Diniyah Nurul
Qodim harus memasukkan beberapa pelajaran umum yang ditetapkan oleh
pemerintah dimana kurikulumnya juga harus mengikuti ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah.*

Untuk lebih jelas maka perlu dibahas mengenai kurikulum madrasah
diniyah formal, Sebelum membahas tentang pengembangan kurikulum madrasah
diniyah formal, perlu diketahui arti, kurikulum madrasah diniyah itu sendiri.

Madrasah diniyah adalah Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga
pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara

menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak

* Hasil wawancara dengan Bapak Ghufron selaku kepala PDF ULYA pondok pesantren Nurul Qodim
Probolinggo pada tanggal 22 Oktober 2016
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terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta
menerapkan jenjang pendidikan. Sedangkan menurut haedar amien Madrasah
diniyah adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata pelajaranya bermaterikan
ilmu-ilmu agama, yaitu figih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainya.®
Departeman agama juga mengemukakan bahwa Madrasah Diniyah adalah
lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal
dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya
berjumlah 10 orang atau lebih diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tujuh)
sampai 18 (delapan belas) tahun.*®

Jadi dari beberapa definisi diatas madrasah diniyah adalah salah satu
lembaga pendidikan keagamaan pada jalur non formal, dan merupakan jalur
formal di pendidikan pesantren yang mengunakan metode Kklasikal dengan seluruh
mata pelajaran yang bermaterikan agama yang sedemikian padat dan lengkap
sehingga memungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik
penguasaanya terhadap ilmu-ilmu agama.

Sedangkan kurikulum adalah jalan yang terang, atau jalan terang yang
dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dan Kurikulum adalah semua
pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara
kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan kurikulum

pendidikan diniyah formal yaitu kurikum pendidikan diniyah formal ini terbentuk

> Haedar Amin, El-saha Isham, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah
(Jakarta: Diva pustaka, 2004),hal 39.
'® Depertemen Agama RI, Pedoman, 23
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karena kementrian agama pusat mengumpulkan utusan — utusan dari beberapa
pesantren di seluruh Indonesia untuk merumuskan kurikulum apa saja yang
dijadikan standart kurikulum nasional untuk kurikulum pendidikan diniyah formal
dan pada akhirnya yang menjadi acuan dalam kurikulum pendidikan diniyah
formal di Nurul Qodim yakni musabagoh giroatul qutub yang dilaksanakan 3
tahun sekali di Indonesia baik even dari tingkat nasional maupun tingkat provensi
dan mengacu dari berbagai pesantren yang terkenal seperti Sidogiri Lirboyo dan
lain sebagainya, dan dari acuan tersebut tinggal merumuskan mata pelajaran yang
harus dimasukkan dari standart sesuai jenjang madrasah diniyah formal tersebut.*’

Jadi pengembangan kurikulum madrasah diniyah adalah sebagai upaya
pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan botton up or school
based Curriculum yang memberi peluang secara utuh kepada sekolah/madrasah
untuk melakukan pengembangan kurikulum.

Berdasarkan latar belakang di atas, menggambarkan bahwa disamping
adanya UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang dianggap sebagai penyelarasan
pendidikan umum dengan pendidikan agama maupun keagamaan, keberadaan
madrasah diniyah salafiyah yang sebenarnya bercorak pendidikan murni
pesantren tidak berlaku di Madrasah Diniyah Formal Nurul Qodim yang
memadukan kurikulum pesantren murni dengan kurikulum pendidikan nasional

sehingga penulis mengambil judul penelitian tentang

'" Depertemen Agama RI, Pedoman PDF
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” Undang - undang sisdiknas no. 20 tahun 2003 tentang Kurikulum
pendidikan diniyah formal (PDF) dan implementasinya di Pondok pesantren

Nurul godim Kalikajar kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo ”

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 di Pondok
pesantren Nurul Qodim Probolinggo ?

2. Bagaimana UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 dalam pelaksanaan kurikulum

madrasah Diniyah Formal di Pondok pesantren Nurul Qodim Probolinggo ?

. Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Untuk lebih memahami bagaimana implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun
2003 madrasah Diniyah Formal di Pondok pesantren Nurul Qodim
Probolinggo.

2. Untuk lebih memahami bagaimana UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam
pelaksanaan kurikulum madrasah Diniyah Formal di Pondok pesantren Nurul

Qodim Probolinggo.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan atas dasar manfaat yang diperoleh dari
penelitian ini. Secara garis besar ada dua manfaat yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat mengetahui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam pelaksanaan
kurikulum madrasah Diniyah Formal di Pondok pesantren Nurul Qodim
Probolinggo.
b. Dapat mengetahui Kurikulum Madrasah Diniyah formal (PDF) di pondok
pesantren Nurul Qodim Probolinggo.
c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Pengembangan
Kurikulum Madrasah Diniyah formal (PDF) di pondok pesantren Nurul

Qodim Probolinggo

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
Sebagai bahan masukan, untuk lebih mengoptimalkan proses
pembelajaran dengan peningkatan profesionalisme sebagai guru, terutama
dalam pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Formal (PDF) DI
Pondok Pesantren Nurul Qodim Probolinggo.

b. Bagi siswa
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Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk lebih termotivasi untuk
belajar  setelah  mengetahui  kurikulum  beserta Manajemen
pengembangannya sehingga mencapai tujuan Madrasah Diniyah formal
(PDF) di pondok pesantren Nurul Qodim Probolinggo
Bagi keluarga siswa

Sebagai bahan masukan bagi keluarga siswa supaya ikut serta
berperan aktif dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun ketika
di rumah.

. Bagi masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat lingkungan tempat
tinggal siswa supaya ikut serta menjaga kondusifitas proses belajar
mengajar sehingga pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan bak
tujuan siswa, guru maupun tujuan sekolah.

Bagi Peneliti.

1) Sebagai informasi bagi lembaga pendidikan formal khususnya tentang
Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah formal (PDF) di pondok
pesantren Nurul Qodim Probolinggo

2) Sebagai pengembangan disiplin  ilmu, khususnya tentang
pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah formal (PDF) di pondok

pesantren Nurul Qodim Probolinggo.
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3) Untuk mengetahui sejauh mana Pengembangan Kurikulum Madrasah
Diniyah formal (PDF) di pondok pesantren Nurul Qodim Probolinggo.
4) Sebagai pengembangan disiplin ilmu manajemen kurikulum terkait
pengembang kurikulum Madrasah Diniyah formal (PDF) di pondok

pesantren Nurul Qodim Probolinggo.

E. Definisi Konseptual
1. Implentasi Undang — Undang Sisdiknas Tahun 2003
Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau
motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik
berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.®
Undang — Undang Sisdiknas Tahun 2003 Merupakan Undang-undang
yang disahkan oleh Pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan nasional di
Indonesia.
Jadi yang dimaksud dengan Impleentasi UU Sisdiknas No.20 tahun
2003 dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah Formal di Madrasah

Diniyah Formal Nurul Qodim adalah penerapan dalam suatu tindakan yang

¥Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, konsep, karakteristik dan Implementasi, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2003), hal 93
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berdasarkan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 terhadap serangkaian perangkat

pembelajaran lembaga pendidikan yang berlaku di madrasah tersebut.

2. Kurikulum Pendidikan diniyah Formal

Menurut Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin Curriculum
awalnya mempunyai pengertian a running course dan dalam bahasa Perancis
yakni courier yang berarti to run artinya berlari. Istilah itu kemudian
digunakan untuk sejumlah mata pelajaran atau courses yang harus ditempuh
untuk mencapai gelar penghargaan dalam dunia pendidikan, yang dikenal
dengan ijazah.dan Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata
pelajaran yang diajarkan disekolah. Pengertian kurikulum yang dianggap
radisional ini masih banyak dianut sampai sekarang termasuk di Indonesia.™

Sedangkan Menurut Peter F. Oliva dalam Developing the Curricullum
bahwa: "equeted curricullum with the educational program, and divided it into
four basic element : (1) the program of studies, (2) the program of experience,
(3) the program of services, and (4) the hidden curricullum.” yaitu kurikulum
dalam program pendidikan terbagi menjadi empat unsur: (1) program studi,
(2) program pengalaman, (3), program layanan, dan (4) kurikulum

tersembunyi.?® Sedangkan Menurut Fatah Syukur (2003) mengatakan:

19 Hamdani lhsan, dkk, Filsafat Penddikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2001),Hal.131
20 peter F. Oliva, Developing the Curriculum, (Boston : Little, Brown and Company, tth), him.7.
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Kurikulum merupakan rencana pelajaran yang dipakai sebagai patokan dalam
proses pembelajaran yang mengacu kepada tujuan suatu lembaga
pendidikan.?*

Sedangkan  Kurikulum  pendidikan  Diniyah  Formal vyaitu
dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi upaya
mengembangkan kapasitas peserta didik menjadi manusia muslim Indonesia
yang berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu agama islam dan mampu
berkontribusi dalam kehidupan social. Kurikulum PDF dikembangkan atas
dasar pengakuan adanya praktik pendidikan yang sangat baik yang
berlangsung dipesantren dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Allah STW,
berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara
yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam
tujuan pendidikan nasional.?

Jadi kurikulum pendidikan diniyah formal adalah menjadikan peserta
didik untuk memiliki potensi menjadi manusia yang beriman, bertagwa, dan

berakhlag mulia sesuai dengan Al-Qur’an Hadist.

3. Madrasah diniyah formal

! Fatah Syukur, Dinamika Madrasah Dalam Masyarakat Industri,(Semarang: PKPI2-PMDC,2003),
him. 136.

22 Keputusan direktur jenderal pendidikan islam,kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
diniyah formal ULYA,NO 6036, tahun 2015
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Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya
mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah). Madrasah ini dimaksudkan sebagai
lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di
sekolah umum.?® Pada tahun 1910 didirikan Madrasah School (Sekolah
Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School
(Madrasah Diniyah). Dan nama madrasah Diniyah inilah yang kemudian
berkembang dan terkenal.

Sedangkan madrasah diniyah formal (PDF) atau yang biasa di sebut
dengan program Muaddalah yaitu suatu proses penyetaraan antara institusi
pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren,
dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara
adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar
dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di

pesantren.*

F. Penelitian Terdahulu
Pada penelitian terdahulu penulis tidak menemukan jurnal maupun skripsi

yang sama. Akan tetapi ada kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan.

% Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),hal
95.

2 M. Ishom Yusqi, Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah (Jakarta: Dirjen
Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009), hal 11.
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Jurnal oleh Eco Wahib dengan judul “kebijakan pesantren muuaddalah
dan implementasi kurikulum dimadrasah salafiyah safi’iyah pondok tremas
Pacitan”. jurnal pendidikan islam Vol 05 Nomor 01,juni 2014/1435. Jurnal
tersebut mendeskripsikan kebijakan pesantren mu’adalahdan implementasi
kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan. Pondok
pesantren ini merupakan salah satu pondok yang mendapatkan status
mu’adalahberdasarkan SK  Dirjen  Pendidikan  Islam  Nomor: Dj.
1/885/2010.Masalah yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana
kebijakan pesantren muadalah, dan bagaimana implementasi kurikulum
mu’adalahdi Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan. &

Jurnal oleh Wawan Herry Setiyawan dengan judul “eksistensi kurikulum
pesantren Muaddalah di Era Global”. Jurnal Lisan Al-Hal Volume 07, No.2,
Desember 2015. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan
implementasi kurikulum pesantren dan peluang setelah peraturan pemerintah
menerbitkan tentang sekolah pendidikan dan diniyah formal atau program
Muaddalah. Yang mana program tersebut dapat mengeluarkan ljazah Madrasah
Diniyah yang sudah disetarakan dengan sekolah formal pada umumnya.?

Skripsi oleh Nurul Hikmah dengan judul “Manajemen Kurikulum

Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah Ulya) di Kabupaten Kapuas” Tujuan

% Eco Wahib dengan judul “kebijakan pesantren muuaddalah dan implementasi kurikulum
dimadrasah salafiyah safi’iyah pondok tremas Pacitan”. jurnal pendidikan islam Vol 05 Nomor
01,juni 2014/1435.

26 Wawan Herry Setiyawan dengan judul “eksistensi kurikulum pesantren Muaddalah di Era Global”
Jurnal Lisan Al-Hal VVolume 07, No.2, Desember 2015
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penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengamati dan mendeskripsikan
manajemen kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya di Kabupaten Kapuas,
yang meliputi: Perencanaan kurikulum, Implementasi kurikulum: Organisasi
Kurikulum, dan Evaluasi kurikulum.*

Ketiga penelitian mengenai kurikulum madrasah diniyah formal (PDF)
yang biasa di kenal dengan Program Muaddalah yang mana madrasah tersebut
telah disetarakan dengan sekolah pada umumnya. Oleh karena itu penelitian yang
hendak dilakukan oleh penulis juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pengembangan kurikulum yang dilaksanakan dipondok pesantren Nurul Qodim
Probolinggo yang juga telah memiliki madrasah diniyah formal yang sudah diakui
oleh kementrian agama dan sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai

madrasah diniyah formal (PDF).

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian atas sebagai

berikut :
TABEL | PENELITIAN TERDAHULU
NO NAMA JUDUL TEMUAN PERSAMAAN PERBEDAAN
1. Eco wahib | Kebijakan Pesantren muaddalah | Pembahasan Dalam penelitian
pesantren telah ditetapkan sebagai | dalam penitian ini | ini terdapat
muuaddalah lembaga yang setara | sama-sama perbedaan  yaitu
dan dengan lembaga | peneliti  tentang | sudah dapat
implementasi | pendidikan pendidikan menyesuaikan
kurikulum formal lainnya oleh | diniyah  formal | dengan  dengan

%7 Nurul Hikmah,Manajemen Kurikulum Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah Ulya) di Kabupaten
Kapuas,( IAIN Antasari:Banjarmasin,2015).




24

dimadrasah
salafiyah
safi’iyah
pondok

tremas Pacitan

kementrian agama. Status

lembaga pendidikan
pesantren semakin Kuat.
Berikutnya,

ditingkatkannya mutu
pendidikan, kompetensi

guru, dan implementasi
Kurikulum di Madrasah

atau yang biasa
disebut program
Muaddalah yaitu
menyetarakan

sekolah madrsah
diniyah  dengan
sekolah  formal
yang juga sudah

sistem pendidikan
nasional di
Indonesia

Aliyah Salafiyah Tremas | diakui oleh
Pacitan. kementrian
agama.
Wawan eksistensi Madrasah Salafiyah | Pembahasan Dalam penelitian
Herry kurikulum sebagai salah satu jenis | dalam penitian ini | ini terdapat
Setiyawan | pesantren pendidikan  keagamaan | sama — sama | perbedaan dengan
Muaddalah di | sudah masuk menjadi sub | peneliti  tentang | penelitian  yang
Era Global sistem pendidikan | pendidikan diatas yaitu belum
nasional, tetapi masih | diniyah  formal | bisa
memiliki kekhasan | atau yang biasa | menyesuaikan
tersendiri dan belum bisa | disebut program | secara penuh
menyesuaikan secara | Muaddalah vyaitu | dengan sistem
penuh dengan sistem | menyetarakan pendidikan
pendidikan nasional di | sekolah madrsah | nasional di
Indonesia. diniyah  dengan | Indonesia.
sekolah  formal
yang juga sudah
diakui oleh
kementrian
agama.
Nurul Manajemen Dalam penilitian | Dalam penelitian
Hikmah Kurikulum Implementasi kurikulum, | ini terdapat | ini terdapat
Madrasah pada  Madin Nurul | persamaan yaitu | perbedaan
Diniyah Hidayah ~ menggunakan | dalam  meneliti | diantara ketiga
(Diniyah pembelajaran  klasikal, | pengembagan penelitian
Takmiliyah kelompok dan individual, | kuurikulum yang | terdahulu  yang
Ulya) di | sementara Madin Noor | terlaksana di | saya ambil yaitu
Kabupaten Hidayah Darussalam | madrasah diniyah | dari kedua
Kapuas dalam implementasi | tersebut. penelitian  diatas
kurikulum hanya sama — sama
menggunakan meneliti  tentang
pembelajaran klasikal program
dan individual. Muaddalah

sedangkan dalam
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penelitian ini
hanya meneti
tentang
pengembangan
kurikulum saja.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan alur pembahasan yang mencakup
logika penyusunan dan koherensi antara bagian yang satu dengan lainnya. Oleh
karena itu penulis dalam penyusunan skripsi ini secara bertahap mengikuti sistem
sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari pokok-pokok
pemikiran yang melatar belakangi pemikiran skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, definisi
konseptual, penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan, dan sistematika
pembahasan yang akan dipakai.

Bab Il merupakan pemaparan tentang kajian teori. Bab ini terdiri dari
beberapa sub bab mengenai pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Formal
(PDF) di Pondok pesantren Nurul Qodim Probolinggo. Diantaranya konseptual
topik yang diteliti, yang pertama tentang Madrsah diniyah yang terdiri dari
beberapa indikator yaitu, pengertian Madrasah Diniyah, sejarah perkembangan
Madrasah Diniyah, dasar-dasar pendidikan diniyah formal, bentuk — bentuk
madrasah diniyah formal. Yang kedua tentang kurikulum pendidikan Diniyah

Formal, dalam kurikulum pendidikan Diniya Formal juga terdiri dari beberapa
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indikator yaitu diantaranya, implementasi kurikulum pendidikan diniyah formal,
struktur kurikulum pendidikan diniyah formal, kerangka kurikulum pendidikan
diniyah formal, jenjang pendidikan diniyah formal.

Bab Il merupakan pemaparan metode penelitian. Metode penelitian
merupakan teknik yang ditempuh dalam penelitian sekaligus proses-proses
pelaksanaannya. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data dan informan penelitian, teknik analisis data
interpretasi data, dan keabsahan data.

Bab IV merupakan deskripsi subjek, hasil penelitian dan pembahasan. Bab
ini menjelaskan secara rinci tentang deskripsi subjek, temuan-temuan data yang
ditemukan selama melakukan penelitian dan mengupas secara tuntas mendalam
hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab ini sebagai akhir dari rangkaian penelitian
yang dilakukan oleh penulis, yang memaparkan jawaban dari rumusan masalah
yang diajukan oleh penulis serta implikasi teoritik terhadap pendidikan Islam.
Oleh karena itu, bab ini tersistematika menjadi 2 sub bab, yaitu kesimpulan dan

saran-saran dari penulis untuk perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan.



